BUPATI TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 20 TAHUN
2009 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TAPIN TV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

BUPATI TAPIN,

bahwa dalam rangka meningkatkan penyampaian
informasi kegiatan program pembangunan yang
akan maupun telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Tapin guna menunjang kemajuan
daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
20 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Tapin TV, belum sesuai dengan ketentuan
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002
tentang Penyiaran, sehingga perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20
Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Tapin TV;

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah  Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Rapublik Indonesia Nomor 3887);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Rapublik Indonesia Nomor 4252);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Publik (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);



11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005
tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan
Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4487);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Tapin;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 20
Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Tapin TV;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

Menetapkan

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TAPIN NOMOR 20 TAHUN 2009 TENTANG
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TAPIN
TV.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Tapin TV (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 Nomor
20), diubah sebagai berikut :

1.

3.

Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

7. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang
berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur
lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas
pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran
publik.

. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi
Pasal 7

(1) Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV
terdiri dari 3 (tiga) orang, yang salah satunya dari unsur
masyarakat, yang ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan
kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah
dan/atau masyarakat.

(2) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV
dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal
7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur masyarakat diseleksi
melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi DPRD yang
membidangi/mitra kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Tapin TV.

(2) Komisi DPRD yang akan melakukan uji kepatutan dan
kelayakan membuka pendaftaran bagi warga masyarakat yang
berkeinginan untuk menjadi Dewan Pengawas Lembaga
Penyiaran Publik Lokal Tapin TV.



(3) Mekanisme tata cara pendaftaran dan persyaratan untuk
menjadi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Tapin TV diatur dan ditetapkan oleh Komisi DPRD.

Pasal 7B

(1) Komisi DPRD menyampaikan nama yang memenuhi
persyaratan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan
kepada Pimpinan DPRD dilengkapi dengan berita acara
pemilihan.

(2) Pimpinan DPRD selanjutnya mengusulkan nama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk
ditetapkan sebagai Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Tapin TV mewakili unsur masyarakat.

(3) Paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima
surat usulan dari DPRD, Bupati mengeluarkan surat
penetapan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Tapin TV.

. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV
diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.

. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik
Lokal Tapin TV mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat
dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

. Ketentuan Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Dewan Direksi bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas atas
keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 25 Januari 2013
BUPATI TAPIN,
ttd
IDIS NURDIN HALIDI
Diundangkan di Rantau
pada tanggal 25 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,
ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2013 NOMOR 06



